BAB IV
EFEKTIVITAS REZIM ASEAN OPEN SKY

Kebijakan Open Sky yang diambil ASEAN merupakan
kelanjutan dari usaha untuk menciptakan pasar bersama
kawasan Asia Tenggara. keberadaan transportasi udara sebagai
sarana  pengangkut menjadi  faktor penting dalam
pemberlakuan pasar bersama. Pada bab ini penulis akan
mengidentifikasi efektivitas rezim ASEAN Open Sky dengan
terlebih dahulu memaparkan data tentang perdagangan bebas
di Asia Tenggara yang menjadi titik tolak rezim ASEAN Open
Sky berdiri.

A. Free Trade di Asia Tenggara

Perekomomian dunia modern didominasi oleh
perdagangan bebas. Kerjasama ekonomi ini mengarah pada
integrasi ekonomi untuk memiliki pasar bersama (common
market) yang ditandai dengan hilangnya hambatan-hambatan
pada perdagangan baik hambatan tarif maupun non-tarif.
Perdagangan bebas (free trade area) hampir tidak bisa bisa
dihindari negara-negara modern pada saat ini karena arus
liberalisasi yang sedemikian kuat. Hampir semua negara
menjalin perjanjian perdagangan bebas, baik itu sebagai antar
negara, negara dengan kawasan, maupun kawasan dengan
kawasan.

Jika ASEAN adalah sebuah negara, maka dia akan
menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di dunia dengan
gabungan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 2,4
triliun. Enam kekuatan lainnya adalah Amerika Serikat,
Tiongkok, Jepang, Jerman, Prancis, dan Inggris Raya. Potensi
lain yang dimiliki ASEAN adalah jumlah angkatan kerja yang
mencapai 600 juta jiwa, menjadikan ASEAN menempati
posisi 3 besar dunia dalam hal jumlah tenaga kerja, dibawah
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Tiongkok dan India. Selain itu ASEAN adalah kekuatan
penentu dan hub utama di bidang perdagangan dimana pasar
konsumennya menjadi salah satu yang mengalami
pertumbuhan paling kencang di dunia. Ada sekitar 227
perusahaan terbesar di dunia yang berada di kawasan Asia
Tenggara®. Faktor-faktor tersebut mendorong ASEAN untuk
membuat kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi secara
ekonomi, politik dan sosial budaya melalui ASEAN Economic
Community 2015 (AEC). Setelah AEC berlaku, arus investasi,
perdagangan barang dan jasa ke kawasan ini diharapkan akan
meningkat, dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat
meningkat dan menjadikan kawasan asia tenggara lebih
sejahtera.

Gambar 4.1 Empat Pilar ASEAN Economic Community 2015
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**Berita satu. James Riady: Indonesia Pemimpin Ekonomi ASEAN.
[internet]. [diakses pada tanggal 25 Juli 2017]. Dari:
http://www.beritasatu.com/asia/394919-james-riady-indonesia-
pemimpin-ekonomi-asean.html

4OLogistics Viewpoints. New Year, New Economic Bloc — the AEC
[internet]. [diakses pada tanggal 25 Juli 2017]. Dari:
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Tujuan ASEAN membagi AEC ke dalam 4 pilar
utama adalah agar untuk membagi tugas pada tiap-tiap
pilarnya dan ada spesialisasi. Pilar pertama berkaitan dengan
pasar tunggal dan basis produksi pasti berbeda perlakuan
dengan pilar kedua, ketiga dan keempat begitu seterusnya,
antar pilar memiliki kekhasan sendiri sehingga perlakuan
masing-masing pilar berbeda. Maka perlu dipisahkan dan
harus ditangani oleh ahli dalam bidangnya masing-masing.
Keempat pilar AEC diatas juga membuktikan kebenaran
doktrin  “pencabangan”  (ramification)  dalam  teori
fungsionalisme David Mitrany. Dimana keinginan ASEAN
untuk membuat kawasan yang terintegrasi membuat
kerjasama-kerjasama di bidang-bidang lainnya juga harus
dilakukan. Karena bagaimanapun kawasan yang terintegrasi
dan liberalisasi sudah merupakan satu kesatuan.

Salah satu pilar dalam ASEAN Economic Community
seperti yang ditunjukkan gambar diatas adalah pasar tunggal
dan basis produksi yang ditandai dengan arus bebas barang,
jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan arus bebas modal.
Pergerakan  bebas barang, investasi, tenaga Kkerja
profesional,dan modal akan menjadi efisien ketika didukung
dengan sistem jasa yang mumpuni. Oleh karena itu sektor jasa
memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan
ASEAN Economic Community. Dalam rangka usaha untuk
meningkatkan kerjasama dalam bidang jasa, negara anggota
ASEAN telah bersepakat untuk mengaturnya dalam suatu
kerangka ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
yang disahkan di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995.
Kemudian di bawah AFAS dibentuk Coordinating Committee
on Services (CCS) vyaitu panitia yang bertugas untuk
melakukan negosiasi liberalisasi yang terdiri dari 8 sektor,
yaitu: Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa
Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa

https://logisticsviewpoints.com/2016/01/21/new-year-new-
economic-bloc-the-aec/
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Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik.** AFAS pada
hakikatnya bertujuan untuk menghilangkan rintangan
perdagangan dalam bidang jasa diantara anggota ASEAN dan
untuk menambabh efisiensi serta daya saing para penyedia jasa
di Asia Tenggara. AFAS menyediakan panduan bagi anggota
ASEAN untuk semakin menambah akses pasar, dan menjamin
persamaan perlakuan bagi penyedia jasa. Semua peraturan
yang terkandung dalam AFAS mengacu pada peraturan-
peraturan perdagangan internasional dalam bidang jasa
General Agreement on Trade in Services (GATS) di bawah
World Trade Organisation (WTO). Setelah menandatangani
AFAS anggota ASEAN secara resmi memulai negosiasi poin-
poin tujuan AFAS untuk menciptakan liberalisasi sektor jasa
secara regional. Negosiasi dilakukan melalui beberapa
tahapan, dimana dalam setiap tahapan menghasilkan sebuah
paket yang berisi komitmen masing-masing anggota dalam
menyepakati sektor ekonomi/sub-sektor dan mode of supply.
Negosiasi dilakukan dibawah ASEAN Economic Minister
(AEM). Berdasarkan keputusan AEM pada Informal Meeting
yang diadakan pada tanggal 28 Juni 1999 di Auckland, New
Zealand, ASEAN Finance Ministers (AFMM) dan ASEAN
Transport Ministers (ATM) kemudian memimpin liberalisasi
jasa keuangan dan jasa transportasi udara, berturut-turut.
Sebelumnya, ASEAN memiliki 9 paket komitmen dibawah
AFAS vyang ditandatangani AEM melalui lima putaran
negosiasi sejak Januari 1996. Paket-paket tersebut memuat
rincian komitmen masing-masing anggota ASEAN dalam
berbagai sektor dan subsektor jasa. Selanjutnya ada
penambahan 6 paket komitmen jasa keuangan dibawah AFAS
(paket komitmen jasa keuangan kedua, ketiga, keempat,
kelima, keenam dan ketujuh dibawah AFAS) yang
ditandatangani oleh AFMM dan 6 paket tambahan dalam

*Kementrian Luar Negeri Indonesia. Kerjasama Ekonomi ASEAN
[internet]. [diakses pada tanggal 23 Maret 2017]. Dari:
http://www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%20Ekonomi%20AS
EAN.doc
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bidang transportasi udara (paket komitmen jasa transportasi
udara keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan
kesembilan) yang ditandatangani oleh ATM.*

B. Efektivitas rezim ASEAN Open Sky

Liberalisasi menuntut efisiensi waktu dan biaya dalam
rangka mempercepat pendistribusian  barang, maupun
investasi. Dalam hal tersebut alternatif transportasi yang
tersedia yaitu via darat, laut, dan udara. Mengingat keadaan
geografis asia tenggara yang didominasi wilayah perairan,
maka dengan pertimbangan efisiensi menggunakan
transportasi laut dan udara. Transportasi udara memiliki
kelebihan yaitu dapat menempuh perjalanan jauh dengan
waktu yang relatif cepat dibandingkan menggunakan kapal
laut. Sedangkan kapal laut memiliki efisiensi untuk
mengangkut barang yang lebih banyak dibandingkan pesawat.
Oleh karena itu ASEAN menaruh perhatian lebih pada dua
moda transportasi ini dan diatur lebih lanjut dalam ASEAN
Framework Agreement on Services.

Mengingat integrasi dan keterhubungan transportasi
udara sangat penting bagi percepatan perkembangan ekonomi
ASEAN dan integrasi pasar serta untuk memungkinkan
menjadi kawasan yang berpengaruh diantara Asia Timur, Asia
Selatan, dan Oceania, maka pada ASEAN Summit yang ke-13
mengesahkan ASEAN Single Aviation Market (ASAM) atau
ASEAN Open Sky untuk mendukung perkembangan ASEAN
Economic Community. Di dalam ASAM terkandung tindakan
yang perlu dilakukan untuk meningkatkan semua kinerja
sektor transportasi udara ASEAN dengan menghormati
kebebasan, kedaulatan, persamaan, integritas wilayah dan

*2 ASEAN. Trade in Services in ASEAN [internet]. [diakses pada
tanggal 25 Juli 2017]. Dari: http://asean.org/asean-economic-
community/sectoral-bodies-under-the-purview-of-
aem/services/overview/
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intensitas nasional seluruh anggota ASEAN. ASAM akan
memberikan sumbangsih ke arah ASEAN vyang lebih
kompetitif dimana hal tersebut menjadikan orang-orang
merasa dekat satu sama lain, menawarkan kemudahan, dan
efisien dalam melakukan perjalanan serta pergerakan barang,
jasa dan modal akan terjadi secara cepat dan aman.*®

Efektivitas suatu rezim berkaitan dengan bagaimana
fungsi dan peran rezim tersebut dalam menyelesaikan sebuah
permasalahan khususnya permasalahan yang membuat rezim
tersebut lahir. Rezim ASEAN Open Sky lahir berdasarkan
kebutuhan ASEAN untuk membuat pasar tunggal dan
menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan
yang terintegrasi. Permasalahannya adalah dibutuhkan sarana
untuk mempercepat proses integrasi tersebut, salah satunya
dibutuhkan transportasi yang cepat, mudah, murah, dan
efisien, maka pengaturan transportasi udara ini diatur dalam
ASEAN Single Aviation Market (Open Sky).

Efektivitas suatu rezim dapat diketahui dengan cara
melakukan analisa terhadap faktor kolaborasi para aktor,
hubungan antar aktor dan kerumitan/kegawatan masalah.
Kebijakan ASEAN Single Aviation Market adalah kebijakan
yang melalui proses panjang perundingan. Dimulai dari
keinginan negara-negara anggota ASEAN yang ingin memiliki
pasar bersama baik dalam perdagangan barang, jasa dan
investasi, mereka membuat sebuah rancangan membentuk
ASEAN Vision 2020 yang mana dalam praktik di lapangan
dipercepat pelaksanannya pada 2015 dan lebih dikenal sebagai
ASEAN Economic Community 2015. Guna melancarkan
agenda ASEAN Economic Community 2015 tersebut, terlebih

“ASEAN. Implementation Framework of The ASEAN Single Aviation
Market [internet]. [diakses pada tanggal 25 Juli 2017]. Dari:
http://asean.org/wp-
content/uploads/images/archive/documents/111219-
17th%20ATM_Agenda%20ltem%208%20ASAM%20Implementation
%20Framework.pdf
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dahulu dilakukan penghapusan hambatan tarif maupun non
tarif di sektor-sektor pendukung. Khusus pada bidang jasa,
ASEAN telah membuat kerangka liberalisasi yang tertuang
dalam AFAS yang disahkan pada 1995. AFAS mengatur
persaingan, efisiensi, keberagaman kapasitas produk dan
menyediakan serta mendistribusikan jasa dari penyedia jasa
kepada negara ASEAN maupun diluar kawasan ASEAN. Pada
tahun 1996 ASEAN membentuk Coordinating Commitee on
Services (CCS) sebuah badan yang lebih fokus mengurusi 7
sektor, yaitu: transportasi udara, jasa bisnis, konstruksi, jasa
finansial, transportasi laut, telekomunikasi dan tourism.
Kemudian khusus untuk mengurusi proses liberalisasi sektor
transportasi udara, ASEAN membentuk badan yang lebih
khusus lagi yaitu The Air Transport Sectoral Negotiations
(ATSN) pada tahun 2000. The Air Transport Sectoral
Negotiations menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya
ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of
Air Freight Services, ASEAN Multilateral Aremeent on Air
Services, ASEAN Single Aviation Market (SAM) dan
Kerjasama Angkutan Udara dengan Mitra Dialog. Negosiasi
dilakukan dalam beberapa tahap yang dilakukan oleh
kementrian terkait dalam hal ini adalah kementrian
perhubungan dari masing-masing negara anggota ASEAN.
Melalui paparan tersebut dapat diketahui bahwa keinginan
untuk meliberalisasikan pasar penerbangan ASEAN adalah
keinginan yang berasal dari anggotanya. Masing-masing
negara merasa perlu untuk melakukan hal tersebut guna
mempercepat pertumbuhan perekonomian bangsa oleh sebab
itu semua anggota ASEAN melakukan kolaborasi untuk
menyukseskan agenda tersebut. Meskipun Kkolaborasi
melibatkan semua negara anggota ASEAN, tetapi tingkat
efektivitas rezim ASEAN Open Sky tidak bisa mencapai angka
5 yaitu koordinasi dengan perencanaan dan implementasi yang
menyeluruh terintegrasi, dengan penilaian terpusat akan
efektivitas. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya,
implementasinya tidak menyeluruh terintegrasi. Misalnya
Indonesia yang membuka 5 bandara internasionalnya dengan
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pertimbangan daya saing, berbeda dengan negara anggota
ASEAN lain yang tidak memiliki bandara internasional
sebanyak Indonesia, mereka berani membuka seluruh bandara
internasionalnya untuk bersaing dalam pasar bebas
penerbangan Asia Tenggara. Sehingga penulis mengambil
kesimpulan bahwa efektivitas rezim ASEAN Single Aviation
Market berada di angka 4 dari skala 0-5.

Faktor kedua yang mempengaruhi efektivitas rezim
ASEAN Single Aviation Market adalah hubungan antar aktor.
Kerjasama yang terjalin antar anggota ASEAN sejak ASEAN
berdiri menunjukkan adanya hubungan yang harmonis,
meskipun dalam beberapa kasus negara-negara anggota
ASEAN terlibat konflik akan tetapi masih relatif stabil. Perlu
diketahui bahwa kebijakan ASEAN Single Aviation Market
bukanlah kebijakan yang tiba-tiba, namun melalui serangkaian
pembahasan. Kebijakan ASEAN Single Aviation Market
adalah gagasan yang muncul setelah ASEAN menetapkan
akan membentuk masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Para
aktor kemudian melakukan pembahasan bagaimana langkah
yang sebaiknya diambil untuk mendukung Kkebijakan
masyarakat ekonomi ASEAN 2015, akhirnya disepakati untuk
membuat pasar tunggal penerbangan guna memfasilitasi
percepatan arus perpindahan barang, jasa dan investasi antar
negara kawasan Asia Tenggara. Nampaknya negara-negara
anggota ASEAN menyadari bahwa sebagai usaha untuk
memperkuat negara dan mengejar ketertinggalan dari negara
maju maka diperlukan lebih banyak kerjasama daripada
memperpanjang konflik.

Keberhasilan rezim ASEAN Open Sky ini juga dapat
dilihat dari kegawatan masalah Open Sky ini. Faktor
permasalahan sektor penerbangan yang bukan merupakan
masalah yang bersifat konfliktual. Ditambah lagi sektor
penerbangan sebagian besar negara-negara anggota ASEAN
juga sudah siap untuk menghadapi era langit ‘terbuka’ ini.
Sehingga ketika ASEAN berencana menerapkan kebijakan ini,
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negara anggota ASEAN tinggal memasuki tahap akhir dalam
membenahi sektor penerbangan untuk benar-benar siap
dengan Open Sky. ASEAN bukanlah organisasi supranasional
yang memiliki kekuasan diatas negara, sehingga tidak dapat
‘memaksa’ negara anggotanya untuk patuh dengan tiap-tiap
kebijakan yang dikeluarkan. Kepatuhan untuk mengikuti
kebijakan ASEAN bersifat sukarela dari anggotanya. Berbeda
apabila kebijakan yang dikeluarkan ASEAN adalah resolusi
konflik. Negara-negara yang mengalami konflik akan sulit
menerima sebuah kebijakan yang bersifat konflik daripada
kebijakan yang bersifat kerjasama. Hal ini dikarenakan
kebijakan yang sifatnya kerjasama dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi bangsa sehingga masing-masing negara
merasa perlu untuk mendukung kebijakan tersebut karena
ekonomi adalah salah satu pilar penting dalam menilai
kemajuan sebuah negara.

Keefektivitasan rezim ASEAN Single Aviation Market ini
dapat dibuktikan dengan cara melihat bagaimana maskapai-
maskapai negara-negara ASEAN melayani permintaan pasar.
Seperti yang telah dipaparkan di atas, permintaan pasar dalam
penerbangan Asia Tenggara setiap tahunnya mengalami
peningkatan setiap tahunnya, maskapai-maskapai terus
melakukan penambahan armada serta secara berkala
meremajakan pesawat yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan
agar para penumpang bukan hanya terlayani tetapi juga merasa
aman serta nyaman dalam menggunakan jasa maskapai-
maskapai tersebut. Apabila langkah penambahan dan
peremajaan armada tidak dilakukan maka bukan tidak
mungkin banyak pengguna jasa transportasi udara yang tidak
terlayani, jadwal penerbangan banyak mengalami delay, dan
keamanan serta kenyamanan penumpang dapat dipertanyakan.





